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Lampiran 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN

Menimbang

Mengingat

SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat, dan biaya ringan schingga perlu
dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan
guna mengatasi kendala dan hambatan dalam
penyelenggaraan peradilan;

bahwa setelah melakukan evaluasi atas pelaksanaan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara Elektronik masih- terdapat kendala
yang perlu penyempurnaan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara Elektronik;

Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Burgerlijke
Rechtvordering, Staatsblad 1847: 52 sebagaimana telah
diubah dengan Staatsblad 1849: 63); '
Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan
Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In
De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927
227);

Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene
Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941: 44);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah

75



10.

11,

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4958);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik -

Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5077);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor S Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor S50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S078);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3713);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4288);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
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Menetapkan

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

14. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

15. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;

16. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung;

17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

18. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik-

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 643);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud

dengan:

1. Pengadilan adalah Mahkamah Agung dan 4 (empat)
lingkungan badan peradilan yang berada di
bawahnya.

2. Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya
disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

disediakan olech Mahkamah Agung untuk memberi
pelayanan tcrhadap pencari keadilan yang meliputi
administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan
secara elektronik.

Domisili Elektronik adalah alamat clektronik
dan/atau layanan pesan (messaging services) yang
terverifikasi milik para pihak.

Pengguna Terdaftar adalah advokat, kurator, atau
pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguna
SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh
Mahkamah Agung.

Pengguna Lain adalah subjek hukum selain
Pengguna Terdaftar yang memenuhi syarat untuk
menggunakan SIP dengan hak dan kewajiban yang
diatur oleh Mahkamah Agung.

Administrasi Perkara secara Elektronik adalah
serangkaian proses penerimaan gugatan/
permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/
intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian
panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik,
simpulan, penerimaan upaya hukum, serta
pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan
dokumen perkara perdata/perdata khusus/perdata
agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan
menggunakan sistem elektronik.

Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian
proses memeriksa dan mengadili perkara oleh
Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan
teknologi informasi dan komunikasi.

Penggugat adalah orang yang menggugat, termasuk
pemohon/pelawan/pembantah dalam suatu
perkara.

Tergugat adalah orang yang digugat, termasuk
termohon/terlawan/terbantah dalam suatu perkara.
Pihak Ketiga adalah pihak yang bukan berperkara
namun merasa haknya dirugikan dalam suatu
perkara yang sedang diperiksa.

Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait
perkara yang diterima, disimpan, dan dikelola pada
SIP.

Hari adalah hari kalender.

Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan
kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan
tanda terima dari penerima dengan menyebutkan
tanggal penerimaan.

Tanda Tangan Manual adalah tanda tangan yang
dilakukan dengan menggunakan pena dan
dibubuhkan di atas kertas.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang
terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi.

Keberatan adalah Keberatan terhadap putusan
gugatan sederhana, Keberatan terhadap putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Keberatan
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terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen, dan Keberatan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Pclayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat PTSP adalah pclayanan sccara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal
sampai dengan tahap penyelesaian produk
pelayanan Pengadilan melalui satu pintu.

18. Meja e-Court adalah meja pelayanan e-Court pada
Pengadilan yang merupakan satu kesatuan dengan
PTSP.

Ketentuan Pasal 3 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
Pengaturan administrasi perkara dan Persidangan secara
Elektronik berlaku pada Pengadilan tingkat pertama dan
tingkat banding untuk jenis perkara perdata, perdata
khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata
usaha negara.

Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan 1
(satu) Pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3A
Pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan
secara elektronik.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan
Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan
dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/
Keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta
perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian,
simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya
hukum banding.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) Layanan Administrasi Perkara secara Elektronik
dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan
Pengguna Lain.

(2) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi
advokat terdiri atas:
a. kartu tanda penduduk;
b. kartu keanggotaan advokat; dan
c. Dberita acara sumpah advokat oleh Pengadilan

Tinggi.
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(3)

)

Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi

kurator atau pengurus terdiri atas:

a. kartu tanda penduduk;

b. kartu kecanggotaan kurator atau pengurus yang
berlaku;

c. sertifikat tanda lulus ujian kurator atau
pengurus; dan

d. surat bukti pendaftaran kurator atau pengurus
yang berlaku.

Persyaratan untuk menjadi Pengguna Lain terdiri

atas:

a. kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota
dan surat kuasa/surat tugas bagi pihak yang
mewakili kementerian/lembaga/badan usaha;
atau

b. kartu tanda penduduk/paspor atau identitas
lainnya bagi perseorangan dan penetapan Ketua
Pengadilan untuk beracara secara insidentil
sebagai kuasa perseorangan.

Ketentuan Pasal 12 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

1)

2

)

Pasal 12

Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar
panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara
elektronik.
Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dapat
menggunakan layanan pembebasan biaya perkara
dengan tahapan sebagai berikut:
a. mengunggah dokumen permohonan; dan
b. mengunggah dokumen ketidakmampuan secara

ekonomi.
Dokumen  ketidakmampuan  secara  ekonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 14

(1) Pendaftaran upaya hukum dilakukan melalui SIP.

(2) Pendaftaran upaya hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi pernyataan upaya hukum
perlawanan (verzet), upaya hukum Keberatan, dan
upaya hukum banding.

(8) Dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum

perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek dan
Penggugat mengajukan upaya hukum banding,
upaya hukum banding yang diajukan oleh
Penggugat dinyatakan gugur.
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8.

10.

Ketentuan Pasal 15 diubah schingga berbunyi scbagai
berikut:

Pasal 15
(1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik
disampaikan kepada:

a. Penggugat;
b. Tergugat yang Domisili Elektroniknya telah
dicantumkan dalam gugatan;

c. Tergugat yang telah menyatakan
persetujuannya; atau

d. para pihak yang proses perkaranya telah
dilakukan secara elektronik.

(2) Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir,
pemanggilan sclanjutnya dilakukan melalui Surat
Tercatat.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

(1) Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat
panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak
melalui Domisili Elektronik pada SIP.

(2) Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili
Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan
disampaikan melalui Surat Tercatat.

(3) Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak
yang berkediaman di luar negeri dan Domisili
Elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara
elektronik.

(4) Dalam hal Domisili Elektronik para pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/
pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur
yang berlaku.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20 ;
(1) Perkara yang didaftarkan secara elektronik
disidangkan secara elektronik.

(2) Persidangan secara Elektronik  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak mediasi
dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak
memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan
dilakukan secara elektronik, salinan cetak (hard
copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik,
dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang
melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang
untuk diunggah ke dalam SIP.
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11.

“)

©)

©6)

(7)

(8

Dalam hal Tergugat diwakili oleh Pengguna
Terdaftar, persidangan  dilaksanakan secara
clektronik.

Persctujuan Tergugat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), tidak diperlukan dalam perkara tata usaha
negara dan perkara Keberatan putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha.

Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah
dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan
sccara elektronik dan perkara diputus secara
verstek.

Dalam hal terdapat Tergugat yang telah dipanggil
secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap
dilanjutkan secara elektronik.

Pemberitahuan putusan kepada Tergugat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan
melalui Surat Tercatat.

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 22

Persidangan secara Elektronik dengan acara

penyampaian jawaban, replik, duplik, dan simpulan

dilakukan dengan prosedur:

a. para pihak menyampaikan Dokumen Elektronik
dan/atau dokumen cetak bagi Tergugat yang
tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik
paling lambat pada Hari dan jam sidang sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan;

b. setelah menerima dan memeriksa Dokumen
Elektronik dan/atau dokumen cetak yang telah
diunggah ke SIP, Hakim/Hakim Ketua
meneruskan Dokumen Elektronik kepada para
pihak; dan

c. Dokumen Elektronik yang berupa replik
diunduh dan disampaikan oleh Juru Sita
kepada Tergugat yang tidak menyetujui
Persidangan secara Elektronik dengan cara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
dan ayat (4).

Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat disertai

dengan bukti berupa surat yang sudah bermeterai

dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Panitera Sidang mencatat semua aktivitas pada

Persidangan secara Elektronik dalam berita acara

sidang.

Para pihak yang tidak menyampaikan Dokumen

Elektronik atau dokumen cetak bagi Tergugat yang

tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik

sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa
alasan yang sah dan patut berdasarkan penilaian

Majelis Hakim/Hakim dianggap tidak menggunakan

haknya.

82



12.

13.

14,

Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dihapus schingga Pasal 23
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pihak Ketiga dapat mengajukan permohonan
intervensi  terhadap perkara yang sedang
disidangkan secara elektronik.

(2) Pihak Ketiga scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib mendaftarkan permohonan perkara secara
elektronik dan mengikuti pemeriksaan Persidangan
secara Elektronik.

(8) Dihapus.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24

(1) Scbelum persidangan dengan acara pemeriksaan
bukti tertulis, para pihak telah mengunggah
dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIP.

(2) Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara
Elektronik menyerahkan bukti surat di depan
persidangan yang sclanjutnya diunggah oleh
Panitera Sidang ke dalam SIP.

(3) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan
saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak
jauh melalui media komunikasi audiovisual.

(4) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilaksanakan dengan prasarana pada Pengadilan.

(5) Segala biaya yang timbul dari persidangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan
kepada pihak yang mengajukan saksi dan/atau ahli.

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 26

(1) Putusan/penetapan ditandatangani dengan
menggunakan Tanda Tangan Manual oleh Majelis
Hakim atau Hakim dan Panitera Sidang.

(2) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim
Ketua secara elektronik.

(38) Pengucapan  putusan/penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), secara hukum dilakukan
dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke
dalam SIP.

(4) Pengunggahan salinan putusan/penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara hukum
telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum.

(5) Pengucapan dan pengunggahan salinan
putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dilakukan pada Hari dan tanggal yang
sama.

(6) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), memiliki kekuatan dan
akibat hukum yang sah.
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15.

(7) Pada Hari dan tanggal yang sama dengan
pengucapan putusan, Pengadilan mempublikasikan
putusan/penctapan untuk umum pada SIP.

(8) Pemberitahuan putusan/penetapan terhadap
Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara
clektronik disampaikan melalui Surat Tercatat.

Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab
yakni BAB IlIA, yang terdiri dari 7 (tujuh) pasal yakni
Pasal 28A sampai dengan Pasal 28G, schingga berbunyi
sebagai berikut:

BAB III A
UPAYA HUKUM

Pasal 28A

(1) Upaya hukum dilakukan secara clektronik melalui
SIP.

(2) Dalam hal permohonan banding diajukan secara
langsung, Panitera Pengadilan pengaju membuat
akta permohonan banding.

(3) Akta permohonan banding sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), diunggah ke SIP.

Pasal 28B
Pembayaran panjar biaya banding dilakukan secara
elektronik atau dilakukan melalui sarana transaksi
keuangan lainnya ke rekening Pengadilan.

® Pasal 28C

(1) Pemberitahuan permohonan banding, pengiriman
dan penyerahan memori banding, pengiriman dan
penyerahan  kontra memori banding, serta
pemberitahuan memeriksa berkas bagi
pembanding/terbanding dilakukan secara elektronik
pada SIP, sedangkan bagi pembanding/terbanding
yang tidak memiliki Domisili  Elektronik,
pemberitahuan dilakukan sesuai dengan tata cara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan
ayat (4).

(2) Semua dokumen upaya hukum banding diunggah ke
dalam SIP.

(8) Pemeriksaan berkas perkara (inzage) dilakukan
secara elektronik melalui SIP.

(4) Pemeriksaan berkas perkara (inzage) bagi

pembanding/terbanding yang sejak awal tidak
menyetujui sidang secara elektronik dilakukan
melalui Meja e-Court.

Pasal 28D -

(1) Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak
adanya permohonan upaya hukum banding, berkas
perkara yang terdiri atas bundel A dan bundel B
dikirim secara -elektronik ke Pengadilan tingkat
banding.
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(2)

(1)
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§)

@)

(1)
)

(1)
@
(3)

()

()
©)

Q)

Setelah pengiriman berkas perkara, penerimaan
memori banding dan/atau kontra memori banding
tidak dapat lagi dilakukan sccara elcktronik.

Pasal 28E
Kepaniteraan Pengadilan tingkat banding mencliti
kelengkapan berkas perkara elektronik pada SIP.
Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang dinyatakan tidak lengkap  diberikan
pemberitahuan meclalui SIP  kepada Pengadilan

pengaju untuk dilengkapi.
Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari, Pengadilan
pengaju melengkapi kekurangan berkas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui SIP.
Dalam hal Pengadilan pengaju tidak dapat
melengkapi kckurangan berkas perkara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), karena
gangguan teknis, dikirimkan secara manual atau
sarana elektronik lainnya.

Pasal 28F
Penomoran, penetapan penunjukan Majelis Hakim,
penunjukan Panitera Sidang dilakukan melalui SIP.
Majelis Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menetapkan Hari sidang, memeriksa
dan menyidangkan perkara melalui SIP.

Pasal 28G
Putusan diucapkan oleh Majelis Hakim secara
elektronik.
Putusan ditandatangani dengan Tanda Tangan
Manual oleh Majelis Hakim dan Panitera Sidang.
Panitera mencocokkan naskah putusan yang
diunggah oleh Ketua Majelis Hakim ke dalam SIP
dengan putusan yang telah ditandatangani oleh
Majelis Hakim dan Panitera Sidang.
Panitera menandatangani salinan putusan dengan
menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dikirim secara elektronik ke Pengadilan pengaju.
Pengadilan pengaju menyampaikan/
memberitahukan salinan putusan kepada para
pihak  melalui SIP dan  untuk  pihak
pembanding/terbanding yang tidak  memiliki
Domisili Elektronik, pemberitahuan dilakukan
dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) dan ayat (4).
Dalam hal para pihak meminta salinan putusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk
cetak, permintaan disampaikan kepada Pengadilan
pengaju.
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16. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 Pasal, yakni
Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

(1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 36 bagi
pelaksanaan layanan administrasi sengketa pajak
dan Persidangan secara Elektronik pada Pengadilan
Pajak.

(2) Ketentuan layanan administrasi dan Persidangan
secara Elektronik di Pengadilan Pajak ditetapkan
lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Pajak.

Pasal II
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

86



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditctapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2022

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1039
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
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Lampiran 2 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA (KANTOR PTUN BANJARMASIN)

Identitas Informan

Nama:

Profesi/Jabatan:

Alamat:

Bagaimana pendapat anda mengenai pentingnya mengimplementasikan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam
meningkatkan efesiensi administrasi dan persidangan di Pengadilan ?
Apakah ada tantangan tersendiri yang dihadapi dalam proses perpindahan
dari yang asalnya konvensional/manual ke sistem elektronik berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung tersebut ?

Bagaimana pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin baik itu di
bagian administrasinya maupun di bagian persidangannya ?

Apakah ada strategi atau upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Tata
Usaha Negara Banjarmasin dalam pengimplementasian Peraturan
Mahkamah Agung tersebut, baik itu sosialisasi atau melakukan tindakan
seperti apa kepada para pegawai Pengadilan maupun pihak lain seperti
Advokat ?

Apakah ada faktor penghambat dalam pengimplementasian Peraturan
Mahkamah Agung tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
baik itu di bagian administrasinya maupun di bagian persidangannya ?
Bagaimana antisipasi pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
dalam mengatasi potensi risiko atau masalah teknis yang mungkin timbul

selama proses pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung tersebut ?
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7. Menurut pendapat anda apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 222 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik ini sudah terlaksana dan terimplementasi secara baik dan

sesuai di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ?
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PEDOMAN WAWANCARA (ADVOKAD/PIHAK YANG BERACARA)

Identitas Informan

Nama:

Pekerjaan:

Alamat:

1.

Menurut anda apakah Pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik sudah terlaksana dengan baik dan sesuai di
Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ini ?

Apakah ada kendala selama anda berperkara baik itu dalam proses
administrasi ataupun persidangan elektronik di pengadilan tata usaha negara
Banjarmasin ini ?

Bagaimana pendapat anda terhadap pihak pengadilan tata usaha negara
Banjarmasin dalam mengatasi masalah teknis maupun hal yang
menghambat proses administrasi ataupun persidangan secara elektronik ?
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Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Analis Perkara PTUN

|

Panitera PTUN



Hakim PTUN

Advokad yang sedang beracara di PTUN
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Lampiran 4 Surat Penetapan Pembimbing
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Lampiran 5 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal
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Lampiran 6 Berita Acara Telah Melakukan Ujian Proposal
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Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Riset
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Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset
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Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif




Lampiran 10 Sertifikat BTA

99

O

UIN

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 2876/Un.14/111.2/PP.00.9/06/2023
Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

UMI KALSUM

NIM : 200102030237
Kelahiran Sumber Baru, 26 Mei 2003
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 14 Juni 2023
T Dekan,
,;v ;ji_l, " <rmm "——
"Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. /v
NIP.19710519 199703 2 001

X
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Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer
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Lampiran 12 Sertifikat Ma’had/Asrama
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Lampiran 13 Sertifikat TOEFL

W7BIT TEA MR AR A TR WEITME AW BEIW IR T

P |

UNIVERSAL |
S ENGLISH

WITH THE LANGUAGE WE GRASP THE WORLD

CERTIFICATE

Has Achieved The Following Score on :
The English Proficiency Test Prediction of TOEFL Test
by Universal English

This is to Certify that

A 3 2 Do P s

Umi Kalsum

Registration No.1298/VIl/2023 Dpate of Birth May 26 2003 Place Sumber Baru

A N s Al

Gender _ Female  Natjve Country Indonesia Native Language_Indonesia

Listening Comprehension 48
1‘ Structure and Written Expression 53
Reading Comprehension 66

L Total Score 887 )

We Hope This Letter of Explanation Will Be Found Useful Where Necessary.

Scan Here for Verification

This Certificate is Acceptable

Test Date - Valid Until
5" of August 2023 - 5" of August 2025




Lampiran 14 Surat Keterangan Perolehan SKK

3%

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasva win-antasar.ac,id website: www. (s.uin antasari.ac.ud

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Umi Kalsum
NIM 1200102030237
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : Delapan (VIII)
Tahun Akademik :2023/2024
NO ASPEK JUMLAH NILAI KETERANGAN
KEGIATAN KEGIATAN | KUMULATIF
1. | Aspek Keagamaan 2 27 . Sertifikat Ma’had Al Jamiah tahap
dan Kebangsaan 11(25)
. Sertifikat  Tes  Keterampilan
Keagamaan Oleh LP2M UIN
Antasari 2023 (2)
2. | Aspek Akademik 12 28
dan Keilmuan . Peserta PBAK UIN Antasari

. Peserta

Banjarmasin 2020 (2)

. Peserta PBAK Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin 2020
(2)

. Peserta Sharing Online seputar

UPB dan Asrama Ma'had Al-
Jamiah UIN Antasari Banjarmasin
tahun 2020 (2)

. Peserta dalam kegiatan Studium

Generale Fakultas Syariah UIN
Antasari  Banjarmasin @ TA
2020/2021 dengan Tema “Wajah
Penegakan HAM di Indonesia™ (2)

. Peserta Webinar Nasional “Peran

Agama, Hukum dan Keschatan
pada masa pandemi tahun 2020 (3)

. Peserta pra Indor Training of Cadre

Forum Silaturahmi  Mahasiswa
UIN Antasari Banjarmasin tahun
2020 (2)

. Peserta sharing session kuliah

dengan biaya sendiri?siapa takut?
Tahun 2020 (2)

. Peserta stadium generale “aksiologi

Magasid Al Syariah dalam Istinbat
Hukum di era pandemi” tahun 2020
(2)

webinar  “wawasan
kebangsaan, bela negara, anti

radikalisme dan anti korupsi oleh
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS

SYARIAH

Ul’N Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

c-mail: fasya/el.

Telepo_n

(0511) 3265783

c.id website: www s win antasariac.id

UPPA fakultas kedokteran ULM
tahun 2021(2)

. Peserta live konsultasi pelayanan

publik  catatan  akhir tahun
pemeriksaan laporan perwakilan
ombudsman RI provinsi Kalsel
tahun 2022 (3)

. Peserta stadium generale “mengapa

kita harus menolak PT 20% ? Basis
konstitusi dan presidensialisme
oleh LIDMI tahun 2022 (3)

. Peserta kegiatan Bahstul Masail

kontemporer oleh komisi fatwa
MUI kota Banjarmasin tahun 2023

(©)

3. | Aspek
Keorganisasian dan
Pengabdian
Masyarakat

. Anggota Departemen Debat dan

Public Speaking Forum Kajian
Hukum dan Iimiah (FKHI) 2021-
2022(2)

. Anggota Departemen  Kajian

Hukum dan PSDM orum Kajian
Hukum dan Ilmiah(FKHI) 2022-
2023 (2)

. Panitia PHBI oleh DEMA fakultas

Syariah 2022 (2)

. Panitia seminar Regional Kalsel

“optimalisasi pendidikan kampus
sebagai penunjang terciptanya
sarjana hukum yang berintegritas
secara islami dan berwawasan
hukum yang luas” oleh Forum
Kajian Hukum dan Ilmiah (FKHI)
2022 (3)

. Panitia Pelatihan Pemberkasan

Peradilan Semu oleh Forum
Kajian Hukum dan IImiah (FKHI)
2023 (2)

Aspek Bakat Minat
dan Kewirausahaan

. Peserta Latihan Keterampilan

Komputer Fakultas Syariah tahun
2023 (2)
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS

SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iuin-antasar.ac id website: www. 5 mn antasary.ac id
JUMLAH 20 66

Dosen Pembimbing

o MLH

T, .
NIP. 198812052019032010 06041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penaschat
- 1(satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1(satu) rangkap untuk yang bersangkutan

106



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Umi Kalsum

Tempat, Tanggal lahir : Sumber Baru, 26 Mei 2003

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Mahasiswi/Belum Menikah

Alamat Asal : Desa Sumber Baru RT 04 Kecamatan Sungai Pinang

Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat Sementara : Jalan Kelayan B Gang Setia Rahman Kelurahan
Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin
Pendidikan : SDN Sumber Harapan 1 Tahun 2008-2014
MTSN 8 Banjar Tahun 2014-2017
MA Al-Irsyad Sungai Tuan Tahun 2017-2020
UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020-2024
Pengalaman Organisasi : UKM FKHI

Orang Tua
a. Ayah : Syarifuddin
b. Pekerjaan : Petani
c. Alamat : Desa Sumber Baru RT 04 Kecamatan Sungai Pinang
Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
a. Ibu : Mahmudah
b. Pekerjaan : Petani
c. Alamat : Desa Sumber Baru RT 04 Kecamatan Sungai Pinang
Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
Saudara : 1 Adik (Muhammad Nazriel I[Tham)
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